PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN MENJADI TEMPAT HUNIAN
DAN PERHOTELAN DI YOGYAKARTA

YENI WIDOWATY






PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan hampir terjadi di seluruh
wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh
ndonesia tidak terkecuali lahan pertanian
oroduktif akan dimanfaatkan untuk
pembangunan perumahan, industri, olah raga,
fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel,
villa, home stay dan lain-lain.




Jumlah alih fungsi lahan di Provinsi DIY sudah sangat
besar di tengah keterbatasan lahan yang tersedia.

Setiap tahunnya, perubahan fungsi lahan mencapai
luas 200 hektar.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penegakan hukum
(blm adanya) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di
kabupaten/kotamadya di DIY



“Seharusnya tersedia 67 RDTI di seluruh DIY,
tetapi sampai saat ini baru terdapat satu RDTR,
yaitu RDTR Kota Yogyakarta. Padahal RDTR
merupakan piranti bagi instansi pemberi izin
dalam pemanfaatan ruang.



RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap
alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat
hunian dan perhotelan di yogyakarta?



PEMBAHASAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa bagi Bangsa Indonesia yang dikuasai oleh
Negara untuk kepentingan hajat hidup orang
banyak. Baik yang dimiliki seseorang maupun
kelompok
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Persediaan tanah bersifat terbatas dalam

memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya
tidak terbatas. Secara alamiah, kebutuhan
manusia akan terus berkembang, hal ini
berpengaruh terhadap persoalan-persoalan
social.



FAKTANYA

Jumlah hotel di Yogyakarta dianggap sudah
melebihi kapasitas. Saat ini kondisi kamar di
Kota pariwisata ini sudah over suplai, melebihi
jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah ini.

nembangunan hotel baru di Yogyakarta layak
untuk dihentikan



FAKTANYA....c0enms

Bdsk data PHRI , sejak 2014-2016 ini ada 104
hotel yang mengajukan izin membangun
bangunan ke Pemkot Yogyakarta.

Dari jumlah ini 83 hotel sudah mengantongi
1zin IMB dan 31 lainnya masih terkendala
masalah teknis.

Dari 83 yang sudah memiliki IMB ini 26
diantaranya sudah membangun dan sisanya
belum.



BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUVINYA

Menggunakan teori dari Friedman:
struktur hukum (legal structure),
substansi hukum (legal substance),
budaya hukum (legal cultural).



DARI STRUKTUR HUKUM,

Instansi/dinas pemberi ijin pendirian bangunan
perhotelan/home stay/kos-kosan/apartemen
dIl HARUS berani menolak jika pengajuan itu
tidak sesuai dengan RT RW kota/kab.

Jika peruntukan tidak sesuai pengajuan maka
harus aparat mengambil tindakan tegas.



DARI SISI SUBSTANSI HUKUM

Dengan adanya UU No 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY , telah terjadi perubahan

yang mendasar dalam hal penguasaan tanah
di seluruh DIY

Melalui UUK, Kasultanan/Pakualaman

menjadi badan hukum khusus sehingga dapat
memiliki tanah.

Badan hukum ini bernama Badan Hukum
Warisan Budaya dan bersifat swasta.



Dalam praktiknya, penguasaan tanah di DIY
mengarah pada penetapan
Kasultanan/Pakualaman sebagai pemilik
tunggal (monopoli) dari seluruh tanah di DIY.



Upaya monopoli pemilikan tanah itu dilakukan
dengan cara menghidupkan kembali Rijksblad
No 16 dan No 18 tahun 1918 yang berbunyi:
“Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine
kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom,
dadi bumi kagungane keraton ingsun”, artinya,
“‘semua tanah yang tidak ada bukti
kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik,
menurut UU Agraria 1870), maka tanah itu
adalah milik kerajaanku



Segera setelah UUK disahkan, Gubernur mengirim
surat no 593/4811 (12 Nopember 2012) dan
surat no 593/0708 (15 Februari 2013) kepada
Kepala BPN DIY, isinya: agar Kepala BPN Kanwil
DIY mengendalikan setiap permohonan
perpanjangan Hak Pakai, HGB, Peningkatan Hak,
serta Pengalihan Hak atas tanah negara yang
dikuasai Pemda DIY, perorangan, yayasan,
lembaga negara, dan lembaga swasta dan bahwa
setiap permohonan harus memperoleh ijin dari
Gubernur DIY (Sultan HB X) sebagai bentuk
Implementasi UUK.



untuk membatasi lahan yang beralih fungsi dari
pertanian ke industri atau perumahan itu, maka
diperlukan review RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota, serta penyelesaian penyusunan
RDTR.

“Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang disyaratkan agar
RDTR ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah



DARI SISI KULTUR HUKUM,

Kesadaran masyarakat (pengusaha) yang
kurang akan pentingnya lahan pertanian yang
produktif

Ambisius para pemilik modal



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENEGAKAN HUKUW

Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (lima) faktor:
1) Faktor hukumnya sendiri

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak
yang membentuk maupun menerapkan
hukum;



3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
penegakan hukum;

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana
hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5) Faktor kebudayaan, yakni mengenai hasil
karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
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